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Latar belakang- Pembangunan daerah pada era digital mengalami perubahan paradigma
dari pendekatan administratif menuju pembangunan berbasis data (data-driven
development). Dalam paradigma ini, data tidak lagi diposisikan hanya sebagai kebutuhan
pelaporan, tetapi menjadi fondasi utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Pemerintah daerah dituntut memiliki
kemampuan untuk memahami kondisi masyarakat secara lebih rinci, aktual, dan terukur
melalui sistem data yang terintegrasi.

Dalam konteks Kabupaten Klungkung, kebutuhan terhadap tata kelola pembangunan
berbasis data menjadi semakin penting karena karakteristik wilayah dan dinamika
pembangunan yang beragam antar desa. Namun demikian, sistem tata kelola data
pembangunan saat ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti:

» data yang bersifat sektoral dan terpisah antar perangkat daerah,

 duplikasi pendataan,

» keterbatasan data mikro tingkat desa, serta

» belum optimalnya integrasi data spasial dan pemanfaatan data dalam pengambilan
kebijakan.

Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, Perintah Kabupaten Klungkung
sebelumnya telah mengembangkan kajian Klungkung Data Desa Presisi. Kajian tersebut
menempatkan desa sebagai fondasi utama pembangunan berbasis data melalui pendekatan
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pendataan berbasis sensus, data spasial, dan partisipasi masyarakat. Dalam kajian tersebut
dikembangkan konsep:

 Sistem Informasi Desa (SID), aplikasi survei desa,
» dashboard eksekutif, serta
* integrasi data desa ke tingkat kabupaten.

Selanjutnya, kajian tersebut dikembangkan melalui kajian Transformasi Tata Kelola
Pembangunan Berbasis Big Data Desa Terintegrasi di Kabupaten Klungkung. Kajian ini
menekankan bahwa data desa tidak boleh berhenti sebagai basis data administratif, tetapi
harus dikembangkan menjadi sistem intelijen pembangunan daerah (development
intelligence system) yang mendukung:

» pengambilan keputusan berbasis bukti,

» integrasi lintas sektor,

e monitoring pembangunan secara real-time, serta

» pengembangan dashboard analitik pembangunan daerah.

Meskipun kedua kajian tersebut telah membangun fondasi konseptual dan arsitektur
sistem data pembangunan daerah, tantangan utama yang masih dihadapi adalah aspek
implementasi. Banyak sistem informasi pemerintahan belum berjalan optimal karena:

» belum terintegrasi dengan proses bisnis pemerintahan,
» belum memiliki tata kelola yang jelas, serta
» belum didukung kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan yang secara khusus membahas strategi
implementasi ekosistem data desa presisi dan big data desa terintegrasi di Kabupaten
Klungkung agar sistem yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara efektif,
berkelanjutan, dan mampu mendukung transformasi tata kelola pembangunan daerah
berbasis data.

e Transformasi Tata Kelola
Pembangunan Berbasis Big Data Desa

I. Maksud dan Tujuan

Maksud

Kajian ini dimaksudkan untuk
merumuskan strategi implementasi
pengembangan ekosistem Data Desa Presisi
dan Big Data Desa Terintegrasi di
Kabupaten Klungkung sebagai fondasi
transformasi tata kelola pembangunan
daerah berbasis data. Kajian ini disusun
sebagai lanjutan dari kajian sebelumnya
mengenai:

» Klungkung Data Desa Presisi, dan

Terintegrasi di Kabupaten Klungkung,

dengan fokus pada penguatan aspek
implementasi, tata kelola kelembagaan,
integrasi sistem, pengembangan kapasitas
sumber daya manusia, serta pemanfaatan
data desa dalam mendukung pengambilan
kebijakan pembangunan daerah.

Tujuan

Adapun tujuan khusus dari kajian ini
adalah sebagai berikut:



» Merumuskan strategi implementasi
pengembangan Data Desa Presisi dan
Big Data Desa Terintegrasi di
Kabupaten Klungkung.

e Mengembangkan model tata kelola
kelembagaan dan integrasi sistem data
pembangunan berbasis desa.

 Menyusun kerangka integrasi data
desa dengan sistem perencanaan,
monitoring, dan evaluasi pembangunan
daerah.

» Mengembangkan strategi penguatan
kapasitas sumber daya manusia dalam
pengelolaan dan pemanfaatan data
desa presisi.

e Merumuskan model pemanfaatan
dashboard analitik dan sistem intelijen
pembangunan daerah (development
intelligence system) berbasis big data
desa.

e Menyusun roadmap implementasi
ekosistem data desa presisi yang
terukur dan berkelanjutan.

» Mendukung transformasi tata kelola
pembangunan Kabupaten Klungkung
menuju data-driven governance dan
predictive governance.

I1. Ide dan Gagasan

3.1 Konsep Dasar Strategi Implementasi
Ekosistem Data Desa Presisi

Strategi implementasi ekosistem Data
Desa Presisi di Kabupaten Klungkung pada
dasarnya merupakan tahapan transformasi
lanjutan dari dua kajian sebelumnya, yaitu
Klungkung Data Desa Presisi dan
Transformasi Tata Kelola Pembangunan
Berbasis Big Data Desa Terintegrasi di
Kabupaten Klungkung. Jika pada kajian
pertama fokus utama diarahkan pada
pembangunan fondasi data desa yang
presisi, dan pada kajian kedua diarahkan
pada integrasi big data desa dalam tata
kelola pembangunan daerah, maka pada

kajian ini fokus utama diarahkan pada
bagaimana seluruh sistem tersebut dapat
diimplementasikan secara nyata, terukur,
dan berkelanjutan dalam praktik
pemerintahan daerah.

Dalam konteks ini, implementasi tidak
dipahami sekadar sebagai proses
pemasangan aplikasi atau pembangunan
infrastruktur digital. Implementasi dipahami
sebagai proses transformasi tata kelola
pembangunan daerah yang melibatkan
perubahan sistem kerja pemerintahan,
perubahan budaya organisasi, perubahan
mekanisme pengambilan keputusan, dan
perubahan hubungan antara pemerintah
dengan data pembangunan itu sendiri.

Selama ini, sebagian besar sistem
informasi pemerintahan dibangun dengan
pendekatan teknologi yang berorientasi
pada digitalisasi administrasi. Sistem dibuat
untuk mempermudah pelaporan,
pengarsipan, atau pelayanan administratif.
Namun dalam banyak kasus, sistem tersebut
belum sepenuhnya mampu menjadi
instrumen strategis pembangunan karena:

* data tidak terintegrasi,

e sistem tidak digunakan secara
konsisten, serta

e belum terhubung dengan proses
perencanaan dan pengambilan
kebijakan.

Karena itu, strategi implementasi Data Desa
Presisi di Kabupaten Klungkung diarahkan
untuk membangun suatu ekosistem
pembangunan berbasis data desa yang tidak
hanya berfungsi sebagai sistem informasi,
tetapi sebagai sistem pengetahuan
pembangunan daerah (development
intelligence ecosystem).

Dalam sistem ini, data desa menjadi
fondasi utama untuk: memahami kondisi
masyarakat, memetakan potensi wilayah,



mengidentifikasi masalah pembangunan,
menentukan prioritas program, serta
mengevaluasi dampak kebijakan secara
lebih presisi. Dengan demikian, desa tidak
lagi dipandang hanya sebagai lokasi
pelaksanaan program pembangunan, tetapi
sebagai: pusat produksi data dan
pengetahuan pembangunan daerah.

3.2 Transformasi Paradigma Tata Kelola
Pembangunan

Strategi implementasi ekosistem Data Desa
Presisi tidak dapat dilepaskan dari
kebutuhan transformasi paradigma tata
kelola pembangunan daerah. Selama ini,
tata kelola pembangunan cenderung
berjalan dengan pendekatan sektoral dan
administratif. Setiap perangkat daerah
bekerja berdasarkan urusan masing-masing,
mengelola data masing-masing, dan
menjalankan program berdasarkan
kebutuhan sektoralnya sendiri.

Akibatnya, pemerintah daerah sering
menghadapi situasi di mana:

» satu masalah memiliki banyak versi
data,

e intervensi pembangunan
tumpang tindih, dan

» pengambilan keputusan tidak memiliki
referensi data yang sama.

saling

Sebagai contoh, data kemiskinan yang
digunakan perangkat daerah tertentu belum
tentu sama dengan data yang digunakan
perangkat daerah lainnya. Hal serupa juga
terjadi pada data infrastruktur, data sosial,
maupun data ekonomi masyarakat. Kondisi
ini menyebabkan pembangunan sulit
dilakukan secara presisi karena pemerintah
tidak memiliki satu sistem pengetahuan
pembangunan yang terintegrasi.

Melalui implementasi Data Desa Presisi
dan Big Data Desa Terintegrasi, paradigma
pembangunan diarahkan menuju: data-

driven governance dan predictive
governance. Dalam pendekatan ini,
pembangunan tidak lagi dilakukan hanya
berdasarkan: asumsi, pengalaman
administratif, atau target program normatif,
tetapi berdasarkan: data aktual, analisis
kondisi masyarakat, hubungan antar
variabel pembangunan, serta prediksi
kebutuhan pembangunan di masa depan.

Perubahan paradigma ini sangat penting
karena pembangunan daerah modern
membutuhkan kemampuan pemerintah
untuk membaca perubahan sosial secara
cepat, mengidentifikasi wilayah rentan,
memprediksi dampak kebijakan, dan
melakukan intervensi secara adaptif.
Dengan demikian, data desa presisi tidak
hanya berfungsi sebagai sumber informasi,
tetapi menjadi: instrumen utama dalam
transformasi tata kelola pembangunan
Kabupaten Klungkung.

3.3 Model Ekosistem Implementasi Data
Desa Presisi

Strategi implementasi yang
dikembangkan dalam kajian ini
menggunakan pendekatan integrated digital
governance ecosystem. Pendekatan ini
menempatkan seluruh komponen
pemerintahan, data, aplikasi, dan proses
bisnis pembangunan dalam satu ekosistem
yang saling terhubung. Ekosistem tersebut
dibangun bukan hanya untuk memastikan
bahwa data dapat tersimpan secara digital,
tetapi untuk memastikan bahwa: data dapat
mengalir, dapat digunakan lintas sektor,
dapat diperbarui secara berkelanjutan, serta
dapat mendukung pengambilan keputusan
pembangunan.

3.3.1 User Layer: Transformasi Peran
Aktor Pembangunan

Lapisan pertama dalam ekosistem
implementasi adalah User Layer, yaitu



lapisan yang menggambarkan seluruh aktor
yang terlibat dalam sistem Data Desa
Presisi. Pada sistem konvensional, desa
sering diposisikan hanya sebagai pengumpul
data administratif. Namun dalam
pendekatan Data Desa Presisi, desa
diposisikan sebagai produsen utama data
pembangunan daerah. Perubahan posisi ini
sangat penting karena desa merupakan
ruang paling dekat dengan realitas
masyarakat. Seluruh dinamika sosial,
ekonomi, lingkungan, dan budaya terjadi
secara nyata pada level desa. Karena itu,
desa menjadi sumber utama data
pembangunan yang paling aktual dan paling
kontekstual.

Dalam implementasinya, pemerintah desa
tidak hanya bertugas menginput data, tetapi
juga melakukan validasi kondisi lapangan,
memastikan kualitas data, memperbarui
data secara berkala, dan menggunakan data
untuk mendukung perencanaan desa.
Sementara itu, pemerintah kabupaten
berperan sebagai orkestrator sistem,
pengelola integrasi data, serta pengendali
tata kelola pembangunan berbasis data.
Perangkat daerah berfungsi sebagai
pengguna data sektoral, analis
pembangunan, dan pelaksana intervensi
program.

3.3.2 Application Layer: Dari Sistem
Informasi menjadi Ekosistem Layanan
Data

Lapisan kedua adalah Application Layer,
yaitu lapisan yang mencakup seluruh
aplikasi dan sistem digital yang digunakan
dalam pengelolaan data desa presisi. Dalam
implementasi ini, aplikasi tidak diposisikan
hanya sebagai alat administrasi, tetapi
sebagai medium transformasi tata kelola
pembangunan. Sistem Informasi Desa (SID)
menjadi pusat utama pengelolaan data desa.
Melalui SID, desa tidak hanya menyimpan
data penduduk atau administrasi

pemerintahan, tetapi juga data aset desa,
kondisi sosial ekonomi, infrastruktur,
kesehatan, pendidikan, potensi wisata, dan
data pembangunan lainnya. Aplikasi survei
desa digunakan untuk memastikan bahwa
data yang masuk benar-benar
mencerminkan kondisi lapangan.

Sistem ini memungkinkan pengumpulan
data berbasis lokasi, foto lapangan,
koordinat spasial, dan atribut sosial ekonomi
masyarakat. Sementara itu, dashboard
analitik dikembangkan sebagai alat bantu
pengambilan keputusan. Dashboard tidak
hanya menampilkan grafik dan statistik,
tetapi harus mampu: membaca tren
pembangunan, memetakan wilayah
prioritas, mengidentifikasi kerentanan desa,
dan mengevaluasi efektivitas program.

3.3.3 Integration Layer: Menghilangkan
Fragmentasi Sistem Pemerintahan

Salah satu persoalan terbesar dalam tata
kelola pemerintahan modern adalah
fragmentasi sistem informasi. Setiap
perangkat daerah memiliki sistem masing-
masing yang berjalan secara terpisah.
Kondisi ini menyebabkan data sulit
diintegrasikan dan kebijakan sulit dilakukan
secara lintas sektor. Karena itu, lapisan
integrasi menjadi inti utama dalam strategi
implementasi Data Desa Presisi. Lapisan ini
berfungsi menghubungkan SID desa,
dashboard pembangunan, sistem perangkat
daerah, dan data warehouse kabupaten ke
dalam satu mekanisme pertukaran data yang
terstandarisasi.

Dalam konteks ini, integrasi bukan hanya
integrasi teknologi, tetapi integrasi proses
bisnis, tata kelola data, dan pengambilan
keputusan pembangunan. Melalui integrasi
tersebut, setiap perangkat daerah
menggunakan: referensi data pembangunan
yang sama. Hal ini sangat penting untuk
mengurangi perbedaan data, duplikasi



program, dan ketidaksinkronan kebijakan.

3.3.4 Data Layer: Big Data sebagai
Sistem Intelijen Pembangunan

Lapisan data merupakan pusat dari
seluruh ekosistem implementasi Data Desa
Presisi. Dalam paradigma lama, data sering
dipandang hanya sebagai arsip
administratif. Namun dalam pendekatan ini,
data diposisikan sebagai aset strategis
pembangunan daerah. Seluruh data desa
diintegrasikan ke dalam data warehouse
Kabupaten Klungkung sehingga membentuk
big data pembangunan daerah berbasis
desa. Big data tersebut mencakup data
sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan,
lingkungan, infrastruktur, budaya, dan
pariwisata. Keunggulan utama dari big data
ini adalah kemampuannya untuk membaca
hubungan antar variabel pembangunan,
melakukan analisis spasial, memprediksi
tren pembangunan, serta mendukung
evaluasi kebijakan secara lebih objektif.
Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah
tidak lagi hanya mengetahui “berapa jumlah
masalah”, tetapi juga mampu memahami “di
mana masalah terjadi, mengapa terjadi, dan
intervensi apa yang paling tepat.”

3.3.5 Infrastructure Layer: Fondasi
Keberlanjutan Sistem

Seluruh ekosistem Data Desa Presisi
hanya dapat berjalan apabila didukung oleh
infrastruktur digital yang memadai. Karena
itu, lapisan infrastruktur menjadi fondasi
utama keberlanjutan sistem. Infrastruktur
tersebut mencakup cloud server daerah,
jaringan komunikasi, keamanan siber, pusat
data, dan sistem backup data. Pemerintah
daerah harus memastikan bahwa seluruh
desa memiliki konektivitas yang memadai,
sistem memiliki keamanan data yang baik,
dan kapasitas infrastruktur mampu
mendukung integrasi data secara
berkelanjutan. Tanpa infrastruktur yang

kuat, sistem data desa presisi akan sulit
berkembang dan berisiko menjadi proyek
digitalisasi yang tidak berkelanjutan.

3.4 Strategi Implementasi Bertahap

Implementasi ekosistem Data Desa Presisi
tidak dapat dilakukan secara sekaligus
karena menyangkut perubahan sistem kerja,
perubahan budaya organisasi, kesiapan
SDM, dan kesiapan teknologi. Karena itu,
implementasi dilakukan secara bertahap.

» Tahap awal difokuskan pada penguatan
fondasi desa presisi melalui
standardisasi data, penguatan SID
desa, dan pembentukan kapasitas
operator desa.

« Tahap berikutnya diarahkan pada
integrasi data lintas desa dan
pembangunan data warehouse
kabupaten.

e Tahap lanjutan difokuskan pada
pengembangan dashboard analitik dan
sistem monitoring pembangunan
daerah.

» Sementara tahap akhir diarahkan pada
pengembangan Al analytics, predictive
governance, dan sistem rekomendasi
kebijakan berbasis data.

Pendekatan bertahap ini penting agar
transformasi dapat berjalan secara realistis
dan berkelanjutan.

3.5 Dimensi Reflektif dan Tantangan

Implementasi Transformasi tata kelola
pembangunan berbasis data desa presisi
bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga
persoalan budaya pemerintahan dan
kesiapan kelembagaan. Salah satu
tantangan terbesar adalah perubahan
budaya kerja birokrasi. Pemerintahan yang
selama ini bekerja berbasis administrasi
harus mulai bergerak menuju pemerintahan
berbasis analitik data. Selain itu, terdapat
tantangan ketimpangan kapasitas antar



desa, keamanan data, keberlanjutan implementasi Data Desa Presisi bukan

anggaran, dan risiko formalitas digital. sekadar membangun aplikasi pemerintahan,

Karena itu, implementasi harus dilakukan tetapi membangun fondasi baru tata kelola

secara: partisipatif, adaptif, dan berorientasi pembangunan Kabupaten Klungkung yang

jangka panjang. Pada akhirnya, lebih presisi, terintegrasi, dan berbasis
realitas masyarakat desa.

III. Rekomendasi

» Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan tata kelola data dengan
menetapkan Data Desa Presisi sebagai referensi utama pembangunan daerah (single
source of truth).

» Selain itu, diperlukan pembentukan tim koordinasi lintas perangkat daerah untuk
memastikan integrasi sistem, sinkronisasi data, dan pengendalian kualitas data
pembangunan.

» Dari sisi teknis, pemerintah daerah perlu mengembangkan infrastruktur digital, cloud
server, data warehouse kabupaten, serta integrasi sistem lintas perangkat daerah
melalui mekanisme interoperabilitas data.

» Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting melalui
pelatihan operator desa, penguatan literasi data, dan pengembangan budaya kerja
pemerintahan berbasis data (data culture).

» Implementasi sistem dilakukan secara bertahap, dimulai dari: penguatan Sistem
Informasi Desa dan data dasar desa, integrasi big data desa tingkat kabupaten,
pengembangan dashboard analitik pembangunan, hingga pemanfaatan Al dan analitik
prediktif untuk mendukung predictive governance.

 Selain itu, diperlukan perhatian terhadap keamanan data, perlindungan data pribadi,
dan keberlanjutan sistem melalui dukungan regulasi, kelembagaan, dan penganggaran
jangka panjang.

Semarapura, 20 Mei 2026
Disahkan oleh:

;@ (Kepala Badan Riset
1 |dan Inovasi Daerah
*: | Kabupaten Klungkung
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 Dongan domikian, RKPD Torjadilebh kedibe Karona target makrn tlduk erdir sndir teapi ditopang oleh tratogifisalyang jolas.
2. Strategi peningkatan PAD masih bersifat umum dan belur
Papaten PAD telah menysbuttan srsogt ntnsikel an ekswnsmkﬂs\, nmﬂn lon pendataan WP baru, pertukaran data perpajakan, digitalisasi pembayaran, peningkatan pengawasan, pengembangan Nusa
. promosi wisata, inventarisasi aset, desa wisata, dan pemungutan langsung di objek wisata. Strategi ini sudah tepat secara arah, tetapi masih berada pada level umum. Belum tampak rincian implementas'
OFD penanggung Jawab,lokast priortas, mekanisme,idKato OUEpL, Sera. stimas tabahan PAD drt masing-masiag angiah.
Tanggapan Tim
+ Stralegiyang el umum alan sul. dlkaval dalam RKPD, R, dan dalah strategi b di daftar niat kebijakan, buk da transformasi
i
‘program prioritas,
egiatan ut
Iokus wilayah,
oPD pelak‘anﬂ,
- indikator
inaator oveare,dan stimas ambahn poneizann
3. Kinerja tetapi juga sinyal pada beberapa

Paparan BPKPD menunjukkan bawa pck daerah secos ol teoalissi 98,76% pada 2025 Sodangkan rotrbustdaerah 80,47%. Boberapa komponen pajak sangat uat, misalnya PBJT 107,82%, PBIT tenaga
lstk 122973, PO ja perhotelan 110.03% dan PBIT hiburan 315,38% Namun terdapat pula Fomponen yang lemah, seport PBITjas parkir 2700% pajak i anah 83.77% PBB-P2 8430% opson PKD
ks dan opsen BRI 72755 Pad et borsesan e sero (enhat Do e o i 45 89 TeFbu emason Rehapan daorah 4.70%, don et empat rokreas o oahraga

S
Tanggapan Tim Ahli

« Kondisi ini menunjukkan bahwa PAD Klungkung belum sepenuhnya sehat secara struktur. Ada pos yang kuat karena mengikuti dinamika ekonomi wisata, tetapi ada juga pos yang menunjukkan potensi
Kebocoran, salah target, lemahnya pengelolaan objek, atau belum optimalnya sistem pemungutan. Artinya, peningkatan PAD 2027 tidak cukup hanya dengan menaikkan target; yang lebih penting adalah
memperbai kualtas sirkiur pendapata

+ RKPD 202 Juaias PAD, bukan b at 1l PAD. Reformasi cake
Rl paone o sl e untuk pos-pos yang

- evaluasi target pada pos yang terlalu amblsms namun tndak reaits

- penetapan Klasifikasi pos: stabil, tumbub, stagnan, dan rawan bocor,

pamyusunen stratag yan borbada ik t\np nciiast
Retribusi ja dan obj ‘menjadi fokus pembenahan
Sl saanomal paling ponong daam papanm o endahs capaan iU o usah ‘Target retribusi labs Rp92,70 miliar hanya
Serelisas ot R34 il pada 2025, afau 3251%. Pada 2026, trget ntuk ps n oon, Gtinghatian Jag menjad: oKt Rp131,89 miliar, ni pert dcermat secara serus.
Tanggapan Ti

o ga kemunqkman target terlalu tinggi, pengelolaan objek wisata belum efisien, atau terdapat kebocoranketidakakuratan sistem pemungutan. Jika ini tidak dievaluasi, maka target 2027 berisiko tidak

¥ pemerintah daceah ert melakukan eview menyoluruhtrbadap model b retibust ok wiset, mellut

- vlidas jumlah unjungen i v per

£, skema penarikan, dan saluran pemungutan,
- mgnanm, ket danone gate syt
ntegras ket wisata dongan parkir an loyanan penduk\mg tertentu,
audit kerja sama pengelolaan objek jika ada pihak keti

 valuas cost recovery dan margi fiskaltap obj wisat
+ Rekomendasi Tim Ahli adalah menjadikan retribusi destinasi wisata sebagai salah satu agenda prioritas reformasi PAD 2027 karena pengaruhnya signifikan terhadap penerimaan dacrah.
5. Nusa Penida sudah tepat disebut sebagai titik ungkit PAD, tetapi pendekatannya perlu ditingkatkan
Paparan menyebutkan Nusa Penida sebagai titik ungkit PAD dengan pengembangan infrastruktur, destinasi wisata, promosi budaya, dan pemungutan langsung di objek wisata. Ini adalah arah yang tepat, apalagi
Serdapat sido faktor pendukung kunjungan wisatawan ke Nusa Pida
Tanggapan Ti
T ko Nusa Ponida masih cenderung simbolik. Belum tampak bahwa Nusa Penida diposisikan sebagai kawasan ekonomi fiskal prioritas yang dikelola secara terintegrasi
* Dalam RKPD 2027, Nusa Penida ssbalkaya diposskan sobagai Revenue Hub Dacrah” dehgan bendekatan tas sekior. Artinya,peRingkatan PAD dar Nusa Penida ik hanya dipandang daitet visaa,
tetapijuga dari

P el dn esoren,

- pen)eberangan‘

Kebersian dan persampahan,
* pemanfatan aset
‘budaya,

ayanon iensportstdan rea publk
Pt ceusunsaks palkat programs Khusus “Ontmals) PAD Kavwesan s Pedar ong malibottan SPKF, Dines Panists, Does Pctubungan, Dina Ligkusgen Hidup, DPMPTSP, d OPD pangelol et
6. Pemanfaatan aset daerah masih sangat lemah dan harus dinaikkan menjadi agenda stral
Papovan ek s ientarsse barang ik doerah o At ebmgs Satog, oapr o ot pmakaan kekayaan daerah dn pemanfaatan aset masi sanga rondah.Bakan salah st pos
Hanyatreaies 1470%. I menndakan aset daeral belu ikeol scara prodlt ssbegai sumber PAD.
Tanggapan Tim ARl
e otah daat seing memiliaset cukup besar, sapiast tersbut belum diperikukan sebagat portofoliockonom yang bisa menghaslkan revenue secara ogal dan berkelanjtan.
* Pl dimasukdan dalam RKPD 2027 agenda “Transiorms Pemanfatan Aset Derah”,dengan lnglah:

audit ek
iaitia set, e, wnortioed. Dmductwe. strategic,
penvuunan usinesscaseper aselprio
anistn sepeetsewe, ki sah persanfiaas, pianfatan rusg Lierial vee event, Los, parc, st oaming rights sesuat ketanbuan,
dlgl!allsan Satahese atot gar misish dipotakan etk reveaue plencing
7. Portumbuban wpr Pajal periu diluti srategt konvorsi menjadi
lah wajib paj Gart 1448 peds 2025 menjad 1 e pada Februari 2026, dengan total 2.264 tormasuk yang tidak aktif. Kenaikan terlihat pada hotel, restoranfjasa boga,
Hinean, rekdame pl\rk\r dan air tanah.
Tanggapan Tim ARl
 Kanaan unish WP adlahsinya posi, tatapipartymbuhan bess datatdk otoratsberat pertunuban paneimae. Yaaglbihpenting adslah berapa yang e, barap yong pat bropa v mzetaya
valid, dan berapa yang benar-benar memberikan
P poncekaian Komvrsibass WP memd: evenus, meal
- profling WP okt dan tidak ke
- seqmentasi WP besar, menengah, kecil,
 pongawasan omze barbass el
- itegresi data i, usah, ks, dan ransol
- pendekatan pemhingan bagi W1
han ke sl ynng konsisten g W tdak ot
8. Holum jelasnya manajemen data pondapatan d

pembayaran. Ini baik, tetapi belum ‘odel integrasi data luruh,
Tanggapan Tim Ahl:
+ Tanpa data yang terintegrasi, pemerintah daerah akan terus menghadapi

- duplikasi

data,
objek pajak yang tidak terdeteksi,
sulitnya pengawasan,
~lemahnya proyeksi target, dan tingginya potensi Kebocoran.
« RKPD 2027 perlu mengusulkan pembangunan Sistem Data PAD Terintegrasi yang menghubungkan:
- data perizinan usaha,
- NIB/OSS,
- data PRG/SLI
- data usaha Danwnsala
- data pasar/pa
data aset d
data reeibusl nbjek wisata, dan
+Jtn penbayoren ko
9. Penetapan target 2027 harus berbasis proyeksi realistis, bukan sekadar kenaikan increment
Paparan menunjaksan adanye kenlkan anggaran paah dan rebusdan 2025 ke 2056, etapt ugs te!‘dl\pm beberapa pos yang realisasi awal tahunnya masih rendah. Ini perlu dibaca hati-hati agar target 2027
{4k hoayn ik socarsamiitrolf anpe st royekal yeng memada
Tanggapan
Jia et dvtswpkm el tng ange eforas pngelolaan. makatanget el se Sbalkay, ik target el renda, darah kehiangan peluang ik
asis evidence, yaity
s Hisorts miimal3-5tahun,
al pattern,

- perkembangan kunjungan wisata,
sl audi i
ampak kebjakan e serta

e pemug

+ Target 2027 sebaiknya dibagi mejadi
gt dasor (o Tt

Varget perbaikas (etlah eforias),
- target akselerasi jka dukungan infrastruktur dan sstem telah siap)
10. PAD belum diposisikan sebagai outcome lintas OPD
Dartpaparan yangads, urusan PAD masih BPKPD. Padahal banyak k PAD yang ditentukan oleh kinerja soktor lin: pariwisata, transportas, pasar,
persampalan,peran, s, hinggapengenlan rang
Fenggapen T
Bl PAD teta dipersepskan sebagai urusansetu OPD, maka upaya peninghatannya akan tbatas pad penagihan. Pdakal pninghatan PAD yang sehat harus dibangun dart prbaikan skosistem koo,
layanan publik,tata ruang, dan manajemen aset.
* RKPD 2027 perly meneaplan peninghatan PAD sebaga nito inassedo,shingge

- Dinas Pariwisata bertanggung jawab pada traffc dan monetisasi destina
*Dinas Ferbubungan pda par den mobilics

ha
PUPRteknis hang\man ada aldm ubjek bangunan,
keber

- DLH pada L pengelola aset pada t daerah.

PAD terintegrasi unt . pengawasan, proels target, dan penindakan tas Kebocoran
7. Gunakan metode penetapan targel l))snddpalan Yang I et bukan sekadar incremental budgeting.
8. Tetapkan peningkatan PAD sehagai outcome lintas OPD, bukan hanya. Lugas e




V. Lampiran

Mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang presi:
melalui ekosistem Data Desa Presisi d:

di Kabupaten Klungkung

lan Big Data Desa Terintegrasi

terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan

Transformasi Tata Kelola Pembangunan Berbasis Big Data Desa Terintegrasi

KELOLA & KELEMBAGAAN

Tim Koordinasi Data Desa Presi
(Kabupaten Klungkung)

Regulasi & Kebijakan Tata Kelola Data

SOP Pengelolaan & Pemutakhiran Data

Manajemen Kualitas & Keamanan Data

STRATEG! IMPLEMENTASI| BERTAHAP

TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
Penguatan Fondasi | “P | Integrasi BigData Desa | ™P  Dashboard & Analitik ™ | Predictive Governance
+ Standardisasi Data + Integrasi Data Desa + Dashboard Analitik + Analitik Prediktif
« Penguatan SID Desa « Pembangunan Data Warehouse « Visualisasi Spasial « Pemanfaatan Al
. Dasar . i i « Monitoring Indikator - Rekomendasi Kebijakan
+ Penguatan SDM Desa Perangkat Daerah + Evaluasi Program + Decision Support System

SUMBER DATA DESA PEMANFAATAN
(Produksi Data) EKOSISTEM DATA DESA PRESISI & BIG DATA DESA TERINTEGRASI at: n Governance)
o =
0®e@ 1. USERLAYER ﬁ ‘e. m —] ‘?. i Perencanaan Pembangunan
Aktor dan Pemerintah Operator Kecamatan  Perangkat  Pimpinan Masyarakat Akademisi & w
Pengguna Sistem Desa Desa Daerah Daerah @
o - }3; Pelaksanaan Program
2, APPLICATION LAYER @
Sistem dan Aplikasi | Sistem Informasi ~ Aplikasi  Dashboard  Sistem Monitoring  Portal Data  Layanan Publik @ Monitoring & Evaluasi
28 Kependudukan 5 Desa(SID)  SurveiDesa  Analitik &Evaluasi  Pembangunan  Digital
Sik  Sosial Ekonomi * v Layanan Publik
‘ ° Kese?a.mn 3. INTEGRATION LAYER {15 Middleware / Pus Standar Data 4p Sinkronisasi Pengambilan Keputusan
| ® Pendidikan Integrasi Sistem APl Gateway Integrasi Data & Metadata Data Otomatis
X Infrastruktur & Aset Prediksi & Rekomendasi
@ Lingkungan i Kebijakan
0 Budaya & Pariwisata @ 4. DATA LAVER DATA WAREHOUSE KABUPATEN KLUNGKUNG
-
| @ Keuangan Desa T =] - -] ‘ -ﬁ_
& sistem Pengetahuan Data Desa Big Data Analitik Spasial Al & Predictive  Sistem Intelijen @ Pembangunan Lebih Presisi
PENGUMPULAN & PEMUTAKHIRAN DATA Terintegrasi  Pembangunan & Statistik Analytics Pembangunan @ Keputusan Berbasis Data
4
< .Q o P — @ Integrasi Lintas Sektor
= am 5. INFRASTRUCTURELAVER |~ D = ga @ Pelayanan Publik Adaptif
e - == 0) al @ Transparansi & Akuntabilitas
Aplikasi  SIDDesa  Validasi CEED | ctruktur Digital i -
st e L B T~ N I - S

D S ——
PRINSIP IMPLEMENTASI

| @ Berbasis Data (Data-Driven) |
@ Terintegrasi

Partisipatif |
Adaptif & Inovatif '

| €3 Berkelanjutan

& Aman &Beretika
N S

TUJUAN AKHIR: Mewujudkan Kabupaten Klungkung

sebag;
d:

untuk [

yang ber

lan masy

ai daerah yang dikelola secara cerdas berbasis data desa presisi
ji yang meningkat.

KABUPATEN KLUNGKUNG
Gema Santi - Klungkung Maju
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